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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Ketentuan parkir secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disebut UU LLAJ. 

Parkir dalam UU LLAJ adalah parkir untuk umum dimana tempat memarkirkan 

kendaraan dengan dipungut biaya.  Dalam Pasal 43 Ayat (2) UU LLAJ, 

penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana yang 

dimaksud dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan 

hukum Indonesia. Pengelola parkir swasta ada yang berupa usaha khusus parkir 

saja atau disamping usaha parkir pengelola memiliki usaha lain, misalnya 

gedung perbelanjaan yang disertai gedung parkir. Berdasarkan Kepmendagri 

No. 73/1999 perjanjian parkir diatur sebagai perjanjian sewa. Beberapa 

peraturan daerah di Indonesia telah sejalan dengan Kepmendagri No. 73/1999, 

tetapi beberapa menjelaskan bahwa perjanjian parkir merupakan perjanjian 

penitipan. 

 

Namun, beberapa putusan Mahkamah Agung berpendapat bahwa hubungan 

hukum antara pemilik kendaraan dan pengelola parkir merupakan perjanjian 

penitipan maka pengelola harus bertanggung jawab jika terjadi kehilangan. 

Maka hubungan dalam perjanjian parkir berlaku tanggung jawab sebagai 

penerima titipan parkir dan pengelola parkir yang telah lalai sehingga harus 

bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Menurut Putusan MA No. 2157 

K/Pdt/2010, majelis hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengelola 

yang telah lalai dalam menjalankan usahanya yang merugikan orang lain dan 

dihukum untuk membayar ganti rugi seharga barang yang hilang.  
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Sejalan dengan putusan sebelumnya Putusan MA No. 2902 K/Pdt/2011, 

Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengelola telah lalai dalam menjalankan 

usahanya, terdapat rambu yang dipasang pada pintu masuk dan keluar tempat 

parkir yang dikelola pengelola parkir. Sehingga pengelola parkir telah berbuat 

tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang harus memberi jaminan keamanan 

dan keselamatan bagi mobil milik penggugat. 

 

Menurut peneliti, hubungan hukum dalam perjanjian parkir tidak semua unsur-

unsur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang terdapat dalam Bab VII KUH 

Perdata terpenuhi. Dalam parkir perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian 

sewa tempat atau lahan maksudnya kegiatan sewa-menyewa merupakan 

perjanjian yang menyewakan lahan parkir sebagai objek yang disewakan. 

Namun, perjanjian parkir ini merupakan gabungan dari beberapa perjanjian 

selain perjanjian sewa lahan seperti perjanjian penjualan jasa keamanan karena 

dalam lahan parkir ada petugas yang bertugas untuk menjaga keamanan 

kendaraan yang terparkir di area parkir yang dikelolanya. Perjanjian parkir juga 

merupakan gabungan dari perjanjian pemeliharaan karena harus tertib dalam 

memarkirkan kendaraannya, saat masuk dan keluar kendaraan harus melalui 

pintu tertentu, kendaraan harus diparkirkan secara paralel, tidak boleh parkir 

serong dan lain-lain. Maka hal tersebutlah yang dapat dikatakan sebagai tidak 

murninya karena merupakan gabungan dari perjanjian-perjanjian lainnya. 

Penyewa juga langsung meninggalkan lahan parkir sehingga tidak dapat 

memelihara atau menguasai lahan parkir tersebut.  

 

Sehingga menurut peneliti, Perjanjian Parkir merupakan sewa menyewa tidak 

murni apabila terjadi kerugian atau kehilangan atas kendaraan di lahan yang 

disewa, penyewa masih mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada 

pihak yang menyewakan lahan. Penyewa juga tidak bebas mempergunakan 

lahan yang disewanya karena peraturan yang ketat dari pihak yang 

menyewakan, misalnya harus masuk dan keluar dari pintu tertentu, harus 

diparkir secara paralel, tidak boleh parkir serong dan lain-lain. Berbeda dengan 
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sewa tanah dan rumah yang terdapat dalam KUH Perdata, pihak penyewa 

memiliki kekuasaan penuh terhadap rumah yang dikuasainya selama jangka 

waktu sewa. Pihak yang menyewakan selama masa sewa tidak berhak mengatur 

pihak penyewa dan apabila terjadi kerusakan di dalam rumah maka selama 

jangka waktu sewa tidak dapat dimintai tanggung jawab kepada pemilik. 

 

Berbeda dengan sewa tanah atau rumah, pihak penyewa memiliki kekuasaan 

penuh terhadap rumah yang dikuasainya selama jangka waktu sewa. 

Konsistensi pengkualifikasian perjanjian parkir dari perundang-undangan dan 

yurisprudensi di Indonesia tidak seragam dan akibat hukum dari 

pengkualifikasian perjanjian parkir ini jika terjadi kehilangan kendaraan di area 

parkir dapat dikenakan perbuatan melawan hukum maka timbul suatu ikatan 

untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan. Pasal 1365 KUH 

Perdata menekankan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. 

Pengelola parkir telah lalai, tidak teliti, ceroboh, dan kurang hati-hati sehingga 

menimbulkan kerugian bagi penggugat. Jadi, apabila terjadi kehilangan 

kendaraan saat diparkir di suatu area parkir, pengguna jasa parkir mendapatkan 

ganti kerugian dari pihak pengelola parkir. 

 

5.2. Saran 

Untuk itu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus 

terdapat keseragaman mengenai konsep perjanjian parkir baik di tingkat 

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung maupun 

pendapat para ahli agar konsep perjanjian parkir yang berlaku di Indonesia 

seragam. Peneliti berharap pemerintah daerah dapat menyelaraskan peraturan 

daerah kota masing-masing dengan Kepmendagri No. 73/1999 mengenai 

penyelenggaraan perparkiran di daerah menjadi perjanjian sewa seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya berupa gabungan dari beberapa perjanjian 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat dijadikan sebagai 

pedoman bagi kota-kota di Indonesia. 
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